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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “pelaksanaan peraturan disiplin

pegawai negeri sipil di Kejaksaan Negeri Merauke setelah diberlakukannya UU

no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, maka dapat penulis simpulkan

sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Merauke
setelah berlakunya UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Disiplin pegawai meliputi disiplin dalam segi wakiu, etika, pelaksanaan
tugas (profesionalisme). Dalam kurun waktu 2014 sampai sekarang tidak
ada pegawai ASN yang diberhentikan, akan tetapi masih ada anggota
kejaksaan yang melakukan pelanggaran disiplin ringan yang kemudian
diberikan teguran lisan maupun tertulis serta pelanggaran disiplin sedang
yang mengakibatkan pemotongan tunjangan kinerja. Hal ini menunjukan
bahwa pelaksanaan penegakan disiplin pegawai dinilai berhasil karena tidak
ada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin berat sampai diberhentikan.
Hambatan-hambatan yang didapatkan dalam melaksanakan kedisiplinan
pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Merauke adalah hal-hal yang
bersifat teknis, seperti Kurangnya sarana dan prasarana, kondisi gedung
yang sudah berumur perlu di renovasi total serta ruangan yang sudah tidak
mencukupi untuk para pegawai. Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk
berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas misalnya
keterlambatan masuk kerja, dan setiap pelanggaran disiplin pegawai selalu

berkilah untuk dibina secara administratif.
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B. Saran

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah

pelanggaran disiplin adalah dengan:

1. Penambahan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksaan Negeri
Merauke yaitu dengan merenovasi serta penambahan ruangan yang sesuai
dengan jumlah PNS agar mempermudah kegiatan dan kinerja para pegawai
kejaksaan. Akan tetapi itu kembali pada anggaran dari pusat.

2. Memberikan sanksi atau tindakan secara tegas apabila seorang PNS
terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuannya untuk
memberikan efek jera agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya
atau melakukan pelanggaran yang hukuman lebih berat lagi.

3. Menerapkan kebijakan apabila PNS melakukan pelanggaran disiplin
seperti keterlambatan masuk kerja akan dipotong 1% dari tunjangan
kinerja, pulang cepat akan dipotong 1% dari tunjangan kinerja dan apabila
tidak hadir dengan alasan yang jelas maka akan dipotong 5% dari tunjangan
kinerja. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk

berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas.
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